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1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
dan RKPD.

Brida sebagai perangkat daerah yang melaksanakan
kewenangan penunjang urusan bidang penelitian dan
pengembangan (litbang), juga berkewajiban menyusun Renja
Badan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya dengan
berpedoman pada Renstra Brida dan RKPD. Penyusunan renja
Badan Riset dan Inovasi Daerah mengikuti tahapan sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yaitu persiapan penyusunan; penyusunan

rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum
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Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan
akhir; dan penetapan.

Persiapan penyusunan meliputi pembentukan dan orientasi
terhadap tim penyusun, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan
bahan-bahan yang diperlukan dan dilaksanakan pada Juni 2025
Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan Renja
perubahan berpedoman pada Renstra Badan Riset dan Inovasi
Daerah, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan (2025), ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan,
serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025, dan akan dievaluasi
melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung
untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan

penyerapan anggaran.

Tahap penyusunan rancangan merupakan tahapan
penyempurnaan rancangan Renja berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor
12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 dan SE Bupati Klungkung Nomor 102/2024/Bappeda tanggal 6
Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan rancangan awal
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencakup perumusan
rencana program, kegiatan, indikator Kkinerja, pendanaan indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi
kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
Penyempurnaan rancangan akhir renja menjadi rancangan dibahas

dan disempurnakan sesuai hasil Desk.

Rancangan Awal Rencana Kerja perangkat daerah disusun

dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;

C. penyusunan rancangan,



d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam
pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah
agar Kkesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan
merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses
yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau
pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk
mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen
perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan
menentukan. Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana
Pembangunan Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah tahun berjalan. Dengan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung menyusun Rancangan Rencana Kerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung. Rancangan Rencana Kerja merupakan
penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan
Awal Rencana Kerja digunakan sebagai bahan masukan untuk
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang

selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja
mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan,
Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hubungan
renja. dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

sebagaimana gambar dibawabh ini.

Hubungan
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Gambar 1.1. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan

dananggaran.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang
penelitian dan pengembangan berkewajiban juga menyusun Rancangan
Awal Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan
yang dirumuskan dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Badan Riset dan
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Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai

berikut

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi

Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang
perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerabh;

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 Tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
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2024-2026;

21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Kerja Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dimaksudkan untuk
menyediakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah
sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Riset dan Inovasi Daerah di bidang penelitan dan pengembangan
selama tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan maksud penyusunan Renja Perubahan tersebut di
atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :
a) menjadi pedoman penyusunan RKAP Badan Riset dan
Inovasi Daerah Tahun 2025; dan
b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Badan Riset dan

Inovasi Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Ranwal Renja Perubahan
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dokumen Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ini

disusun sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang

penyusunan rencana kerja Brida Kabupaten Klungkung,
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Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika

Penulisan.

BAB I HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi
Renja SKPD Tahun Lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi

Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap
Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,
Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak
lanjut.



BAB Il

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan | dan Capaian
Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024
dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat
Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja  Perangkat Daerah  tahun-tahun
sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah

dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,;

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,;

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan
indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan Kkinerja

keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan



sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan
dalam upaya melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan tersebut.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dari total belanja yang telah
ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok
Tahun 2024 sebesar Rp. 3.529.724.360,- dengan capaian realisasi pada
Akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 3.114.216.981,- dengan Prosentase
88,23%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024, maka
perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai
berikut

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakann, Realisasi program/kegiatan yang
memenuhi target kinerja hasil’keluaran yang direncanakan dan Realisasi
program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan

Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2024 hampir semua Program/Kegatan/Sub Kegiatan Target
Indikator Kinerjanya tercapai. Semua Target Indikator Kinerja Baik
Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagian besar dapat tercapai
meskipun terdapat juga penyerapan anggarannya belum maksimal.
Adapun program/kegiatan penyelenggaraan bidang Urusan Penelitian dan
Pengembangan tahun 2024 dan alokasi serta realisasi anggarannya adalah
sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.
2.114.889.960,00 dan terealisasi Rp. 1.950.172.769,00 capaian
sebesar 92,21%. Indikator kinerja program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah indeks Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 67 poin dan
realisasi 77,25 capaian sebesar 115,30%. Adapun kegiatan yang

mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

10



Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a)

b)

d)

f)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar
Rp.107.490.150,00 terrealisasi sebesar Rp 94.315.843,00
(87,74%). Indikator kegiatan Perencanaan,Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai Sakip
Perangkat Daerah dengan target 70,00% terealisasi sebesar
63,40% capaian 90,57%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 1.583.327.779,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.551.971.013,00 sebesar 98,02% dengan indikator
kegiatan Jumlah laporan administrasi keuangan tersusun
tepat waktu target sebesar 5 laporan dan terealisasi 5 laporan
capaian 100,00%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan anggaran sebesar Rp. 2.657.000,00 terrealisasi
sebesar Rp.1.697.000,00 sebesar 63,87% dengan indikator
kegiatan Tingkat Disiplin Aparatur target sebesar 100% dan
terealisasi 98,32% capaian 98,32%.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan
anggaran sebesar Rp.247.386.855,00 terrealisasi sebesar Rp.
140.652.000,00 sebesar 56,86% dengan indikator kegiatan
Pelayanan administrasi umum terselenggara dengan lancar
target sebesar 100% dan terealisasi 100,00% capaian
100,00%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 105.136.080,00
terrealisasi sebesar Rp. 101.764.313,00 sebesar 96,79%
dengan indikator kegiatan Cakupan Pemenuhan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 100% dan
terrealisasi 100% capaian 100%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.
68.892.096,00 terrealisasi sebesar Rp. 59.772.600,00
sebesar 86,76% dengan indikator kegiatan Persentase BMD
Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik sebesar 100% dan

terrealisasi 100,00% capaian 100,00%
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2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan

anggaran sebesar Rp. 1.414.834.400,00 dan terealisasi Rp.

1.164.044.212,00 capaian sebesar 82,27%. Indikator kinerja

Program Penelitan dan Pengembangan Daerah adalah

Persentase hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dengan target

sebesar 33,33% dan realisasi 46,66 % capaian 133,99%.

Adapun kegiatan yang mendukung Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
dengan anggaran sebesar Rp. 392.089.200,00 terealisasi
sebesar Rp. 361.717.580,00 sebesar 92,25% dengan indikator
kegiatan Persentase rencana kelitbangan yang terlaksana
target sebesar 76,66% dan terealisasi 140,00% capaian
182,62%.

b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 114.264.280,00
terealisasi sebesar Rp.110.221.750,00 sebesar 96.46%
dengan indikator kegiatan Persentase rekomendasi hasil
kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang
ditindaklanjuti target sebesar 85% dan terealisasi 66,67%
capaian 78,44%

c) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.104.748.240,00
terrealisasi sebesar Rp.100.442.000,00 sebesar 95,89%
dengan indikator kegiatan Persentase rekomendasi hasil
kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang
ditindaklanjuti target sebesar 85% dan terrealisasi 66,67%
capaian 78,44%.

d) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan
anggaran sebesar Rp.803.732.680,00 terrealisasi sebesar
Rp.591.662.882,00 sebesar 73,61% dengan indikator kegiatan
Tingkat kematangan inovasi daerah target sebesar 50% dan
terrealisasi 66,00% capaian 132,00%.
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2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

2.1.3

2.1.4

kinerja program/kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung belum semua memenuhi
target kinerja program/kegiatan karena program/kegiatan tersebut
pelaksanaanya belum/tidak sesuai perencanaan yang telah

ditentukan.

Adapun faktor penghambat pencapaian target adalah sebagai
berikut:

- Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan
secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).

- Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana, kekuraangan jumlah
dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.

- Kurangnya Koordinasi dalam pengisian kelembagaan karena OPD
Brida adalah baru terbentuk dan ditetapkan pada akhir tahun
2022, juga mempengaruhi pelaksanakan kegiatan pada Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Faktor penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang
mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik
maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang
mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak
terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah

Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang
hingga akhir tahun 2024 tidak didukung oleh tersedianya Gedung
Kantor yang memadai untuk ditempati dan adanya efesiensi
anggaran sesuai SE Nomor 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tentang
Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten
Klungkung Tahun Anggaran 2024, mengakibtakan pelaksanaan
dalam mendukung kegiatan rutin atau program penunjang urusan

pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penelitian dan
13



pengembangan ada penundaan ketahun berikutnya yang

seharusnya bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

urusan bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Riset dan

Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yaitu

e Belum optimalnya pengelolaan kegiatan kelitbangan dalam hal
identifikasi hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis.
Selain itu, dalam hal pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah
ditemukan kendala banyaknya inovasi yang belum dikembangkan
melalui dukungan penyediaan kebijakan, penyusunan SOP
pendukung, penyediaan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan
inovasi, serta kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana inovasi
yang belum melibatkan stakeholder eksternal terkait.

e Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut antara lain melakukan pengumpulan data kelitbangan
dari perangkat daerah serta melakukan asistensi dalam
pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah. Selain itu juga telah
dilakukan upaya diseminasi inovasi dengan menghadirkan

narasumber dari Badan Strategi kebijakan Dalam Negeri

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi
pencapaian target dari program / kegiatan serta implikasi yang akan
timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2024.

2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.

3. Efisiensi alokasi belanja.

4. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum

mencapai target.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 di Badan

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dapat kita lihat pada
Tabel 2.1 berikut :
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai Tahun 2024
Kabupaten Klungkung
Tabel Evaluasi Renja Perubahan Triwulan IV

Badan Riset dan Inovasi Daerah

L Realisasi Kinerja . Tingkat
Target Realls_a5| Pada Trivjvulan T|ng|_<at Capgaian
Renstra Capaian Capaian Kinerja &
) SKPD Kinerja Target Kinerja & Realisasi Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja & feaa
Urusan/Bidang Pada Renstra A : A A Realisasi
Urusan nggaran Renja Kinerjadan _ nggaran Anggaran Renstra Anggaran | Unit SKPD
. Indikator Kinerja Program Tahun SKPD SKPD Tahun Anggaran Renja Renja SKPD s/d Tahun
Kode Pemerintahan ! 2023 s/d : SKPD ; Renstra Penanggu | Ket.
Daerah dan (Outcome) / Kegiatan(Output) 3 /4. Berjalan Yang v SKPD Yang Berjalan (2024) SKPDs/d | ng Jawab
(Akhir Renja Dievaluasi 2024 Dievaluasi (2024) Yang 9
Program Period SKPD Dievaluas Tahun
i . 2024 (%)
/ Kegiatan e Tahun i (2024)
Renstr Lalu
a) (2023)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5(05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
510501 PROGRAM Indeks Reformasi Birokrasi 67,00 2.114.889.960,00 77,2( 1.950.172.769,0 77,25 1.950.172.769,00 115,3C 92,2| 77,2|1.950.172.769,0! Sekretaris RENJ
PENUNJANG 5 (0 1|5 Badan A
URUSAN Riset dan
PEMERINTAHAN Inovasi
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
0501/2.01] |Perencanaan, Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,00 107.490.150,00( 63,4| 94.315.843,00 63,40 94.315.843,00 90,57 87,7| 63,4 94.315.843,0 Sekretaris RENJ
Penganggaran, 0 410 Badan A
dan Evaluasi Riset dan
Kinerja Inovasi
Perangkat Daerah
Daerah
0501{2.01/01Penyusunan Jumlah dokumen 8,00  95.906.500,00 8,00 85.668.703,00 8,00 85.668.703,00 100,00 89,3 8,00 85.668.703,0 Kasubag RENJ
Dokumen perencanaan perangkat 3 Umum A
Perencanaan daerah dan
Perangkat Daerah Keuangan
0501)2.01/07|Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 29,00 11.583.650,00 29,0 8.647.140,00 29,00 8.647.140,00, 100,00 74,6 29,0 8.647.140,0 Kasubag RENJ,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 0 5] 0 Umum A
dan
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Keuangan
5{05012.02 [Administrasi Jumlah Laporan Keuangan 5,00 1.583.327.779,00 5,00 1.551.971.013,d 5,04 1.551.971.013,00( 100,00 98,0 5,0Q 1.551.971.013,0! Sekretaris RENJ
Keuangan perangkat daerah tersusun tepat q 2 Badan A
Perangkat Daerah  |waktu Riset dan
Inovasi
Renstra Capaian Capaian Kinerja &
) SKPD Kinerja Target Kinerja & Realisasi Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja & A
Urusan/Bidang Pada Renstra A : A A Realisasi
Urusan nggaran Renja Kinerjadan _ nggaran Anggaran Renstra Anggaran | Unit SKPD
. Indikator Kinerja Program Tahun SKPD SKPD Tahun Anggaran Renja Renja SKPD s/d Tahun Renst
Kode Pemerintahan Outcome) / Kegiatan(Output) 2023 s./d. Berialan Yan v SKPD Yan SKPD Berjalan (2024) enstra Penanggu | Ket.
Daerah dan ( J P (Akhir Renja Dievjaluasi 2034 Dievaluasi (2824) Yang : SKPDs/d | ‘ng Jawab
Program : . Tahun
. Period SKPD Dievaluas o
/ Kegiatan e Tahun i (2024) 2024 (%)
Renstr Lalu
a) (2023)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
IR | || | | Daerah
5/05012.02 0l Penyediaan Gaji jumlah orang yang menerima gaji 9,04 1.575.262.779,00 9,00 1.549.387.013,0 9,0(/ 1.549.387.013,00{ 100,00 98,3| 9,04 1.549.387.013,0! Kasubag RENJ
dan Tunjangan dan tunjangan ASN q 6 Umum A
ASN dan
Keuangan
50501f2.0207/Koordinasi dan jumlah laporan keuangan bulanan 13,00 8.065.000,00 13,0 2.584.000,0 13,0 2.584.000,00 100,0q 32,0| 13,00 2.584.000,0 Kasubag RENJ
Penyusunan [triwulan /semesteran SKPD dan 0 0 4 Umum A
Laporan Laporan Koordinasi Penyusunan dan
Keuangan Laporan Keuangan Keuangan
Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Triwulanan/ SKPD
Semesteran SKPD
5(0501/2.05 |Administrasi Tingkat Disiplin Aparatur 100,00 2.657.000,00 98,3 1.697.000,00 98,3 1.697.000,00 98,32 63,8 98,32 1.697.000,0 Sekretaris RENJ
Kepegawaian 2 2 7 Badan A
Perangkat Daerah Riset dan
Inovasi
Daerah
5/0501f{2.0503Pendataan dan jumlah dokumen pendataan dan 2,00 2.657.000,00 2,00 1.697.000,00 2,00 1.697.000,00, 100,00 63,8 2,04 1.697.000,0 Kasubag RENJ
Pengolahan pengolahan administrasi 7 Umum A
Administrasi kepegawaian dan
Kepegawaian Keuangan
505012.06) |AdministrasiUmum |cakupan pemenuhan layanan 100,00 247.386.855,00( 100,0| 140.652.000,00 100,0( 140.652.000,00( 100,00 56,8/100,00 140.652.000,0! Sekretaris RENJ
Perangkat Daerah  [administrasi umum 0 0 6 Badan A
Riset dan
Inovasi




17

Daerah
5(0501)2.0€6/02 Penyediaan jumlah paket peralatan dan 1,00 242.949.675,00 1,00 137.222.000,00 1,00 137.222.000,00, 100,00 56,4 1,00 137.222.000,0 Kasubag RENJ
Peralatan dan perlengkapan kantor yang 8 Umum A
Perlengkapan disediakan dan
Kantor Keuangan
5(0501/2.06/ 10 Penatausahaan jumlah dokumen penatausahaan 1,00 4.437.180,00 1,00 3.430.000,00 1,00 3.430.000,00, 100,0q 77,3| 1,00 3.430.000,0 Kasubag RENJ
Arsip Dinamis arsip dinamis pada SKPD 0 Umum A
pada SKPD dan
Keuangan
5(05012.0§ [Penyediaan Jasa cakupan pemenuhan jasa 100,00 105.136.080,001 100,0( 101.764.313,0q 100,0( 101.764.313,00( 100,00 96,7(100,00 101.764.313,0 Sekretaris RENJ
Penunjang Urusan  |penunjang urusan pemerintahan 0 0 9 Badan A
daerah Riset
dan Inovasi
L Realisasi Kinerja . Tingkat
Target Realisasi - Tingkat :
Renstra Capaian Pada Triwulan Capaian Igﬁ’;?':l
) SKPD Kinerja Target Kinerja & Realisasi Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja & na &
Urusan/Bidang Pada Renstra ' ineri Anggaran Realisasi
Urusan _ o Anggaran Renja Kinerjadan _ ggara Anggaran Renstra Anggaran | Unit SKPD
’ Indikator Kinerja Program Tahun SKPD SKPD Tahun Anggaran Renja Renja SKPD s/d Tahun Renst
Kode Pemerintahan . 2023 s/d. ial SKPD il enstra Penanggu | Ket.
Daerah dan (Outcome) / Kegiatan(Output) . : Berjalan Yang v ~SKPD Yang Berjalan (2024) SKPD s/d ng Jawab
Program (Akhir Renja Dievaluasi 2024 Dievaluasi (2024) “Yang Tahun
! Period SKPD Dievaluas o
/ Kegiatan e Tahun i (2024) 2024 (%)
Renstr Lalu
a) (2023)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pemerintahan Daerah
L Daerah
50501{2.0§02Penyediaan Jasa jumlah laporan penyediaan jasa 1,00 37.464.000,00 1,00 35.179.313,00 1,00 35.179.313,00, 100,00 93,90 1,00 35.179.313,0 Kasubag RENJ
Komunikasi, komunikasi, sumber daya air dan Umum A
Sumber Daya Air |listrik yang disediakan dan
dan Listrik Keuangan
5(0501)2.08 04 Penyediaan jumlah laporan penyediaan jasa 2,00 67.672.080,00 2,00 66.585.000,00 2,00 66.585.000,00 100,00 98,39 2,00 66.585.000,0 Kasubag RENJ
Jasa pelayanan umum kantor yang Umum A
Pelayanan disediakan dan
Umum Kantor Keuangan
505012.09 |Pemeliharaan persentase BMD yang dipelihara 100,00  68.892.096,0Q0 100,0( 59.772.600,0q 100,0 59.772.600,00| 100,0q 86,76100,00 59.772.600,0 Sekretaris RENJ
Barang Milik dalam kondisi baik 0 0 Badan A
Daerah Penunjang Riset dan
Urusan Inovasi
Pemerintahan Daerah
Daerah




505012.0¢01

Penyediaan Jasa

Umum
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jumlah kendaraan perorangan 4,0 68.892.096,00 4,00 59.772.600,0 4,00 59.772.600,00[ 100,00 86,76 4,0 59.772.600,0 Kasubag RENJ
Pemeliharaan, Biaya |dinas atau kendaraan dinas Umum A
Pemeliharaan, dan [jabatan yang dipelihara dan dan
Pajak Kendaraan dibayarkan pajaknya Keuangan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh 98,15 81,67
Kegiatan (%)
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan| ST T
5(0502 PROGRAM Persentase ketersediaan 33,33 1.414.834.400,00 46,6 1.164.044.212,0 46,6(1.164.044.212,00| 140,02 82,27 46,67 1.164.044.212,0! Sekretaris RENJ
PENELITIAN DAN|hasil kelitbangan untuk 7 q 7 Badan A
PENGEMBANGAN |kebutuhan penyusunan Riset dan
DAERAH Renbangda Inovasi
Daerah
5/05022.01) |[Penelitian dan persentase rencana kelitbangan 76,66 392.089.200,00, 100,0| 361.717.580,0 100,0| 361.717.580,00 130,45 92,254100,00 361.717.580,0 Analis RENJ
Pengembangan yang terlaksana 0 0 Kebijakan A
Bidang Anhli
Penyelenggaraan Pertama
Pemerintahan dan
Pengkajian
Peraturan
5/0502/2.01/02 Fasilitasi, jumlah laporan hasil pelaksanaan J 1,00 106.208.500,00 1,09 101.979.770,00 1,00 101.979.770,00 100,00 96,02 1,00 101.979.770,0 JF. analis RENJ
Pelaksanaan A
S Realisasi Kinerja ) Tingkat
Target Realls_a3| Pada Trivlvulan T|ng|_<at Cap%\ian
Renstra Capaian Capaian Kinerja &
) SKPD Kinerja Target Kinerja & Realisasi Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja & e
Urusan/Bidang Pada Renstra A : A A Realisasi
Urusan nggaran Renja Kinerjadan _ nggaran Anggaran Renstra Anggaran | Unit SKPD
' Indikator Kinerja Program Tahun SKPD SKPD Tahun Anggaran Renja Renja SKPD s/d Tahun Renst
Kode Pemeritanan (Outcome) / Kegiatan(Output)| 2023 s./d. Berjalan Yan \Y SKPD Yan SKPD Berjalan (2024) Pheg | Fenangou | Ket.
Daerah dan ’ P (Akhir Renja Dievjaluasi 2034 Dievaluasi (2824) Yang : SKPDs/d | ‘ng Jawab
Program : . Tahun
. Period SKPD Dievaluas o
/ Kegiatan e Tahun i (2024) 2024 (%)
Renstr Lalu
a) (2023)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21
dan Evaluasi fasilitasi, pelaksanaan dan kebijaka
Penelitian dan evaluasi penelitian dan n
Pengembangan pengembangan bidang
Bidang pemerintahan umum
Pemerintahan




05022.01/12Pengelolaan jumlah data kelitbangan dan 1,00 285.880.700,00 1,00 259.737.810,00 1,00 259.737.810,00 100,00 90,8 1,00 259.737.810,0 JF. RENJ
Data peraturan yang terkelola dengan Analis A
Kelitbangan baik Kebijaka
dan Peraturan n
05022.02 |Penelitian dan persentase rekomendasi hasil 85,00 114.264.280,00 66,6| 110.221.750,00 66,67 110.221.750,00 78,44 96,49 66,6 110.221.750,0 Analis RENJ
Pengembangan kelitbangan bidang sosial dan 7 7 Kebijakan A
Bidang Sosialdan |pemerintahan yang ditindaklanjuti Ahli Muda
Kependudukan
05022.0205Penelitian dan jumlah dokumen hasil penelitian 1,00 114.264.280,00 2,00 110.221.750,00 2,00 110.221.750,00, 200,00 96,49 2,00 110.221.750,0 Sekretaris RENJ
Pengembangan dan pengembangan pariwisata Badan A
Pariwisata Riset dan
Inovasi
Daerah
05022.03 [Penelitian dan persentase rekomendasi hasil 85,00 104.748.240,00 66,6 100.442.000,00 66,67 100.442.000,00( 78,44 95,89 66,6 | 100.442.000,0! Analis RENJ
Pengembangan kelitbangan bidang ekonomi dan 7 7 Kebijakan A
Bidang Ekonomi pembangunan yang ditindaklanjuti Ahli Muda
dan Pembangunan
05022.0304 Penelitian dan jumlah dokumen hasil penelitian 1,00 104.748.240,00 1,00 100.442.000,00 1,00 100.442.000,00[ 100,00 95,89 1,00 100.442.000,0 JF RENJ|
Pengembangan dan pengembangan pertanian, Analis A
Pertanian, perkebunan dan pangan Kebijaka
Perkebunan dan n
Pangan
05022.04 |Pengembangan tingkat kematangan inovasi daerah 50,00 803.732.680,00 66,0| 591.662.882,00 66,00 591.662.882,00 132,00 73,61 66,0 591.662.882,0 Analis RENJ
Inovasi dan 0 0 Kebijakan A
Teknologi Ahli Muda
05022.0402/Uji Coba dan jumlah laporan hasil pelaksanaan 1,00 115.811.480,00f 1,00 10.882.000,00 1,00 10.882.000,00, 100,00 9,40 1,00 10.882.000,0 JF RENJ
Penerapan Rancang |uji coba dan penerapan rancang Analis A
Bangun/Model bangun/model replikasi dan invensi Kebijaka
Replikasi dan Invensi|di bidang difusi inovasi dan n
di Bidang Difusi penerapan teknologi
Inovasi
. Realisasi Kinerja . Tingkat
Target | Realisasi Pada Trivjvulan Tingkat Cap%ian
Renstra Capaian Capaian Kinerja &
U ) SKPD Kinerja Target Kinerja & Realisasi Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja& | Realisasi
rusan/Bidang Pada Renstra Anggaran Renja Kinerjadan Anggaran Anggaran Renstra eansasi
Urusan _ N . : Anggaran [ ynit SKPD
' Indikator Kinerja Program Tahun SKPD SKPD Tahun Anggaran Renja Renja SKPD s/d Tahun Renst
Kode Pemerintahan . 2023 s/d. ial SKPD il enstra Penanggu | Ket.
Daerah dan (Outcome) / Kegiatan(Output) > _ Berja an Yang v _ SKPD \_(ang Berjalan (2024) SKPD s/d ng Jawab
Program (Akhir Renja Dievaluasi 2024 Dievaluasi (2024) Yang Tahun
. Period SKPD Dievaluas o
/ Kegiatan e Tahun i (2024) 2024 (%)
Renstr Lalu
a) (2023)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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dan
Penerapan
Teknologi
505/02/2.04/03 Diseminasi Jenis, jumlah laporan hasil pelaksanaan 1,00 680.627.240,00f 1,00 578.368.882,00 1,00 578.368.882,00/ 100,00 84,99 1,00 578.368.882,0 JF RENJ,
Prosedur dan diseminasi jenis, prosedur dan Analis A
Metode metode penyelenggaraan Kebijaka
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang n
Pemerintahan bersifat inovatif
Daerah yang
Bersifat Inovatif
5[05022.0404 Sosialisasi dan jumlah laporan hasil 1,00 7.293.960,00 1,00 2.412.000,00 1,00 2.412.000,00( 100,00 33,074 1,00 2.412.000,0 JF RENJ]
Diseminasi Hasil- penyelenggaraan sosialisasi dan Analis A
Hasil Kelitbangan |diseminasi hasil-hasil kelitbangan Kebijaka
n
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh 104,83 89,55
Kegiatan (%)
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan ST T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH 0,00 0,0¢ 3.529.724.360,00 3.114.216.981,0 3.114.216.981,00 3.114.216.981,00
PROGRAM DI BIDANG q
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang | 127,66 88,23
Urusan (%)
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan ST Tl
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI| 4 o 0,04 3.529.724.360,00 3.114.216.981,0 3.114.216.981,00 3.114.216.981,00
BADAN RISET d
DAN INOVASI DAERAH
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh 127,66 88,23
Program (%)
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program ST Tl
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Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa program dan kegiatan dalam
Renja Tahun 2024 hampir seluruhnya tercapai dengan kategori tinggi, walaupun
masih ada kegiatan yang kategori kurang. Adapun kenapa kategori kurang adalah
karena ada Surat Edaran Nomor 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tentang
Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten
Klungkung Tahun Anggaran 2024, sehingga kurang optimal realisasi keuangan
pada tahun 2024.
Demikian pula jika dengan perkiraan capaian kinerja Renstra 2024-2026 pada tahun
2024 seluruh program dan kegiatan akan dapat tercapai dengan baik. Namun
demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang meskipun capaiannya
sudah sangat tinggi namun jika dilihat dari target yang ditetapkan, belum optimal
sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya dan juga
masih terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan
capaian kinerja yang sudah baik.

Dalam pelaksanaan Renja Brida Tahun 2024 ditemui beberapa kendala antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Terbatasnya sumber daya yang menjadi kendala utama dimana kondisi saat ini
Brida hanya berjumlah 9 orang (Kepala, Sekretaris, Kasubag Administrasi
Umum dan Keuangan, 1 orang Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi, 1
orang Bendahara, 3 orang Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 orang Analis Kebijakan
Ahli Pertama. Jumlah dan kualifikasi pegawai Brida belum memenuhi kebutuhan
minimal Perangkat daerah yang berbentuk Badan. Dimana perangkat daerah
berbentuk badan secara ideal memerlukan pegawai minimal 40 orang. Brida
juga belum mempunyai aparatur perencana. Dari segi sarana prasana, Brida
masih meminjam kantor di ex Dinas Penanaman Modal dan Perjinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

2. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan kelitbangan dalam hal identifikasi
hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis. Selain itu, dalam
hal pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah ditemukan kendala
banyaknya inovasi yang belum dikembangkan melalui dukungan
penyediaan kebijakan, penyusunan SOP pendukung, penyediaan
petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan inovasi, serta kapasitas dan
kapabilitas tim pelaksana inovasi yang belum melibatkan stakeholder
eksternal terkait.

3. Hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh semua perangkat daerah

belum diterapkan secara optimal
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai
perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penunjang urusan
bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut,
Brida memiliki tugas tugas pokok tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi,
singkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman
pada nilai Pancasila.

Target renstra Brida bisa dilihat pada gambar dibawah

Target Renstra

120
100
100

85 85 85 85 85 85
76,6676,6676,66
80 66,66
60 60 60
60
a0 3333
0
Persentase hasil Persentase Persentase Persentase Tingkat
kelitbanganyang Rencana rekomendasi hasil rekomendasi hasil Kematangan
dimanfaatkan Kelitbangan yang kelitbangan bidang kelitbangan bidang  Inovasi Daerah
terlaksana sosial dan ekonomi dan
pemerintahan yangpembangunan yang
ditindaklanjuti ditindaklanjut

W 2024 ®W2025 2026

Pada tahun 2024 realisasi Indeks Inovasi Daerah adalah 67.75 poin
dengan capaian 112,92 persen.

Faktor yang menghambat kinerja kelitbangan adalah masalah
sumber daya manusia yang kompeten dalam kelitbangan masih
terbatas dan belum tersedianya sistem informasi kelitbangan yang
meliputi tersedianya data hasil kajian dan inovasi yang memadai.
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target Realisasi . . .
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target Target Target Renstra PD Tahun i PrOyekSI Capaian Catatan Analisis
NO Indikator Capaian
Fungsi Perangkat Daerah NSPK IKK .
Lainnya 2024 2025 2026 2024 2025 2026
@ &) (©) (&) ©) (6) ) ® ©) (10) (11) (12)
1 Indeks Inovasi Daerah 60 poin 62 poin 64 poin 67,75 poin 62 poin 64 poin
Persentase ketersediaan hasil
. 66,66 100 46,66 100
2 kelitbangan untuk kebutuhan 33,33 persen 66,66 persen
persen persen persen persen
penyusunan renbangda
Persentase Rencana Kelitbangan yang 76,66 76,66 76,66
3 76,66 persen 140 persen 76,66 persen
terlaksana persen persen persen
Persentase rekomendasi hasil 66.67
4 kelitbangan bidang sosial dan 85 persen 85 persen | 85 persen ' 85 persen 85 persen
ersen
pemerintahan yang ditindaklanjuti P
Persentase rekomendasi hasil 66.67
5 kelitbangan bidang ekonomi dan 85 persen 85 persen | 85 persen ' 85 persen 85 persen
ersen
pembangunan yang ditindaklanjut P
6 Tingkat Kematangan Inovasi Daerah 50 persen 50 persen | 50 persen 66 persen 50 persen 50 persen

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa belum ada realisasi capaian karena masih proses pelaksanaan.
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2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung :

1

Hasil Kajian Yang Dilaksanakan Menjadi Kebutuhan Dalam
Penyusunan Perencanaan Bagi OPD

Optimalisasi Penerapan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Optimalisasi Penerapan Dan Perlindungan HAKI Atas Teknologi

Sederhana Dan Teknologi Tepat Guna

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten

2.3.2

Klungkung.

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung pada Rancangan Awal Rencana Kerja
(Ranwal Renja) Tahun 2025 aparatur Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Klungkung meliputi:

1. Kepala Badan 1 orang.

2. Sekretaris Badan 1 orang.

3. Kasubbag di Sekretariat 1 orang.

4. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan 4 orang

5. Bendahara 1 orang

6. Fungsional Umum 1 orang.

Jumlah sumber daya manusia pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung sebanyak 9 orang.perlunya penambahan

SDM untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang

penelitian dan pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung antara lain:

1. Hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh semua perangkat
daerah belum diterapkan secara optimal

2. Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum
secara optimal meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan

3. Teknologi sederhana dan teknologi tepat guna belum diterapkan
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dan dilindungi HAKI-nya secara optimal

4. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang
kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan
pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada
masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman
tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan
untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan
aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta

memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Meningkatkan pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Klungkungmelibatkan serangkaian
tantangan dan peluang yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan
baik. Berikut adalah beberpa tantangan dan peluang yang bisa

dihadapi :

Tantangan :

1. Sumber Daya Manusia yang belum optimal terkait dengan
keterampilan teknis dan manajerial yang memadai. Kebutuhan
akan pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengimbangi
kemajuan teknologi dan metodologi riset.

2. Keterbatasan anggaran untuk riset, kajian dan pengembangan
menghambat inovasi.

3. Keterbatasan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk
melakukan pelayanan yang berkualitas.dan ketinggalan teknologi
atau infrastruktur IT yang tidak memadai.

4. Membangun Kerjasama yang efektif dengan lembaga penelitian
lainnya, universitas dan lembaga lianya

5. Kebutuhan untuk penyesuaian kebijakan dan regulasi yang
mendukung pengembangan riset dan inovasi.

6. Kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhdapat

pentingnya riset dan inovasi . tantangan dalam melibatkan
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234

partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam riset.

Peluang :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan untuk
meningkatkan keterampilan pegawai. Berkolaborasi dengan
lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan untuk pengembangan
kapasitas.

2. Mencari sumber dana alternatif termasuk hibah riset, kerjasama
dengan industri, dan investasi swasta.

3. Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisensi riset
dan pengelolaan data. Membangun platform digital untuk berbagai
informasi dan kolaborasi riset.

4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga riset nasional untuk

memperluas jaringan dan sumber daya.
Mendorong pembaruan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi.

Dengan mengindentifikasi tantangan dan peluang ini Brida dapat
meningkatkan efektifitas pelayanan dan berkontribusi lebih besar
terhadap pembangunan daerah melalui riset dan inovasi yag

berkualitas.

2.3.5 Formulasi Isu-isu penting

Berdasarkan identifkasi permasalahan, dampak terhadap visi-misi

Kepala Daerah peluang dan tantangan dalam meningkatkan

pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan penelitian dan

pengembangan sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan : Isu: Pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan
pariwisata yang tidak berkelanjutan. Formulasi: Penelitian tentang
teknik pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan potensi laut yang
berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan
keberlanjutan lingkungan.

2) Peningkatan kualitasi pendidikan dan keterampilan Isu: Kualitas

pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal dalam
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

mendukung pengembangan ekonomi lokal. Formulasi: Riset tentang
kebutuhan keterampilan pasar kerja, pengembangan kurikulum
berbasis kebutuhan industri lokal, serta inovasi dalam metode
pengajaran dan pelatihan.

Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Informasi Isu: Infrastruktur
teknologi informasi yang masih terbatas dan belum merata di seluruh
wilayah. Formulasi: Penelitian dan inovasi dalam pengembangan
infrastruktur digital, akses internet yang lebih luas, serta pemanfaatan
teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik.

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal Isu: Keterbatasan daya saing
produk lokal di pasar global maupun nasional. Formulasi: Riset tentang
potensi pasar, inovasi produk, serta strategi pemasaran yang efektif
untuk meningkatkan daya saing produk lokal dari Klungkung

Ketahanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat Isu: Masalah ketahanan
pangan dan kesehatan masyarakat yang terkait dengan pola makan
dan penyakit lokal. Formulasi: Penelitian tentang sistem pertanian yang
mendukung ketahanan pangan, serta inovasi dalam penyuluhan
kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis data lokal.
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM Isu: Potensi ekonomi kreatif
dan UMKM vyang belum dimanfaatkan secara optimal. Formulasi:
Penelitian tentang peluang pasar untuk ekonomi kreatif, inovasi dalam
model bisnis UMKM, serta dukungan kebijakan untuk pengembangan
sektor ini.

Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Isu:
Masalah lingkungan seperti pencemaran dan pengelolaan sampah yang
belum efektif. Formulasi: Riset tentang teknologi pengolahan sampah,
sistem pengelolaan limbah, serta inovasi dalam pelestarian lingkungan
dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Pengembangan Budaya dan Pariwisata Lokal Isu: Potensi budaya dan
pariwisata lokal yang belum sepenuhnya dikembangkan. Formulasi:
Penelitian tentang pelestarian budaya lokal, pengembangan atraksi
pariwisata yang menarik, serta strategi promosi dan pemasaran
pariwisata yang efektif.

Inovasi dalam Layanan Publik Isu: Efisiensi dan efektivitas layanan
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2.4

publik yang belum optimal. Formulasi: Riset tentang inovasi dalam
pelayanan publik, teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi,
serta sistem manajemen yang lebih transparan dan responsif.
Untuk menghadapi isu-isu tersebut, badan riset dan inovasi daerah
Kabupaten Klungkung perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan
masyarakat. Pendekatan yang berbasis data dan partisipatif akan sangat

membantu dalam merumuskan solusi yang relevan dan berdampak positif.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) 2025 merupakan
proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 yang
disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang
merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Disamping itu
juga, dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 yang
disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan

indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Program, kegiatan
dan sub kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Badan Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung merupakan Rencana Kerja
yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah dimuat dalam RKPD
Tahun 2025.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Badan Riset dan Inovasi
Daerah tahun 2025 sebagai Tabel 2.3.sebagai berikut :
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Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Klungkung

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No. = 5 = 5 Penting
. . . o arget agu 3 : : P arget agu Tahun +1
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif
n Rp. n Rp.
BADAN RISET DAN BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH 3.405.006.465 INOVAS| DAERAH 3.406.246.799 | 3.432.272.485
PENELITIAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 3.405.006.465 PENGEMBANGAN 3.406.246.799 | 3.432.272.485
PROGRAM PENUNJANG . PROGRAM PENUNJANG .
URUSAN Indeks Reformasi URUSAN Indeks Reformasi
A PEMERINTAHAN Eg?:;ailat 31 poin 2.499.632.465 PEMERINTAHAN Eg:):r:askgt 67 poin 2.520.168.798 | 1.927.830.285
DAERAH oot DAERAH Daort
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, s Perencanaan, —_—
Penganggaran, dan PEIEEED | (NS 67 poin 4.912.440 | Penganggaran, dan Evaluasi SEIERED | NIEH Sl (e £ 70 persen 4.912.440 107.132.460
S Klungkung | Perangkat Daerah N~ Klungkung | Daera

Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah
Daerah
Penyusunan Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen

Perencanaan 8 dokumen 2.486.680 Perencanaan 8 dokumen 2.486.680 | 104.706.460
Perencanaan Perangkat Klungkung Perencanaan Perangkat Klungkung

Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Kabupaten Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Kabupaten Jumlah Laporan

Evaluasi Kinerja 29 Laporan 2.425.760 Evaluasi Kinerja 29 Laporan 2.425.760 2.426.000
Daerah Klungkung Daerah Klungkung

Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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Jumlah Laporan

Jumlah Laporan

Administrasi Keuangan Kabupaten | Keuangan Perangkat 5 laporan 2 315 744.629 Administrasi Kabupaten | Keuangan Perangkat 5 laporan 2 956.280 962 |1.473.144.069
Perangkat Daerah Klungkung | Daerah Tersusun Keuangan Klungkung | Daerah Tersusun
Tepat Waktu Perangkat Daerah Tepat Waktu
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No. = S = S Penting
. . n N arget agu " q n - arget agu Tahun +1
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif
n Rp. n Rp.
. . Jumlah Orang . . Jumlah Orang
Penyedlaan Gaji dan Kabupaten yang Menerima 9 orang/bulan 2.310.687.329 Penyedlaan Gaji dan yang Menerima 11 2.252.223.662 | 1.468.686.419
Tunjangan ASN Klungkung . Tunjangan ASN . orang/bulan
Gaji dan Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten Bulanan/ Triwulanan/ Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten Bulanan/ Triwulanan/
Laporan Keuangan Bulanan/ P Semesteran SKPD dan 13 laporan 5.057.300 | Laporan Keuangan Bulanan/ P Semesteran SKPD dan 13 laporan 4.057.300 4.457.650
. Klungkung S : Klungkung S
Triwulanan/ Semesteran Laporan Koordinasi Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Kabupaten . - Administrasi Kabupaten . -
Perangkat Daerah Klungkung Tingkat Disiplin Aparatur 100 persen 3.232.700 Kepegawaian Klungkung Tingkat Disiplin Aparatur 100 persen 3.232.700 3.733.100
Perangkat Daerah
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Pendataan dan Pengolahan Kabupaten Pendataan dan Pengolahan Kabupaten
Administrasi Kepegawaian Klungkung (Fj’grr]ldataan 2 dokumen 3.232.700 Administrasi Kepegawaian Klungkung Z::dataan 2 dokumen 3.232.700 3.733.100
Pengolahan Pengolahan
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat| Kabupaten Cebuipen] Administrasi Umum Perangkat | Kabupaten Ceipper
Daerah o T Pemenuhan 100 persen 20.114.800 Dreml Klunakun Pemenuhan 100 persen 20.114.800 67.779.100
gkung Layanan gkung Layanan
Administrasi Umum Administrasi Umum
Jumlah Paket Jumlah Paket
: Peralatan dan . Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Penyediaan Peralatan dan Kabupaten
Perlengkapan Kantor Klungkung Perlengkapan 1 paket 18.290.000 Perlengkapan Kantor Klungkung Perlengkapan 1 paket 18.290.000 60.790.000

Kantor yang
Disediakan

Kantor yang
Disediakan
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Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

Penatausahaan Arsip Dinamis| Kabupaten Penatausahaan 1 dokumen 1.824.800 Pt_enate_nusahaan Arsip Kabupaten Penatausahaan 1 dokumen 1.824.800 6.989.100
pada SKPD Klungkung . . . Dinamis pada SKPD Klungkung U ;
Arsip Dinamis Arsip Dinamis
pada SKPD pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjan Kabupaten Cazen FemaniEDn Penyediaan Jasa Kabupaten CrluzEn B
Y . jang P jasa penunjang urusan 100 persen 102.306.400 Ve P jasa penunjang urusan 100 persen 102.306.400 | 158.341.000
Urusan Pemerintahan Daerah | Klungkung . Penunjang Urusan Klungkung )
pemerintahan daerah f pemerintahan daerah
Pemerintahan Daerah
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No. = 5 = S Penting
. 8 g - arget agu 8 q g e arget agu Tahun +1
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif
n Rp. n Rp.
Jumiah Jumlah
. Laporar_l . Laporan
Penyediaan Jasa Kabupaten [ Penyediaan = 1 laporan 62.464.000 | Penyediaan Jasa Kabupaten | 5o e diaan 1 laporan 62.464.000 |  68.664.000
Komunikasi, Sumber Klungkung | Jasa Komunikasi, Komunikasi, Sumber Klungkung Jasa Komunikasi
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Daya Air dan Listrik . X
L Sumber Daya Air dan
Listrik _yang Listrik yang Disediakan
Disediakan yang
Jumlah Jumlah
Penyediaan Jasa Kabupaten | Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten | Laporan
Pelayanan Umum Kantor Klungkung | Penyediaan 2 laporan 39.842.400 Pelayanan Umum Kantor Klungkung | Penyediaan 2 laporan 39.842.400 89.677.000
Jasa Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten Persentase BMD yang Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten Persentase BMD yang
Daerah Penunjang Urusan Klun I?(un dipelihara dalam kondisi | 100 persen 53.321.496 | Daerah Penunjang Urusan Klun r?(un dipelihara dalam kondisi | 100 persen 133.321.496 | 117.700.556
Pemerintahan Daerah 9KUNG 1 haik Pemerintahan Daerah 9KUNG 1 haik
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Perorangan Dinas Penyediaan Jasa Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Kabupaten | atau Kendaraan . Pemeliharaan, Biaya Kabupaten | atau Kendaraan .
Pemeliharaan, dan Pajak Klungkung | Dinas Jabatan 4 unit 53.321.49 Pemeliharaan, dan Pajak Klungkung | Dinas Jabatan 4 unit 53.321.49% 87.700.556
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kabupaten \lll;rr?tlsr (;:r?ung Pemeliharaan/Rehabilitasi Kabupaten il;r:tlgp g;r?ung
Gedung Kantor dan P . 1 unit - | Gedung Kantor dan P . 1 unit 80.000.000 30.000.000
Klungkung | Bangunan Lainnya yang Klungkung | Bangunan Lainnya yang

Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi

Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi
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Persentase

Persentase

ditindaklanjuti

ditindaklanjuti

FIROLEIRIA Kabupaten | ketersediaan  hasil FIROLEIRIA Kabupaten | ketersediaan hasil
B PENELITIAN DAN Klun Fl)<un kelitbangan untuk 33,33 persen 905.374.000 | PENELITIAN DAN Klun Fl)<un kelitbanoan untuk 66.66 persen 886.078.0001 | 1.504.442.200
PENGEMBANGAN gkung kebutuhgn PENGEMBANGAN gkung kebutuh?an
DAERAH DAERAH
penyusunan penyusunan
Renbangda Renbangda
Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Bidang Kabupaten s Bidang Penyelenggaraan Kabupaten EEEAIEES
Rencana 76,66 persen 681.034.000 : . Rencana 76.66 persen 590.988.001 | 292.987.700
Penyelenggaraan Klungkung . Pemerintahan dan Pengkajian | Klungkung ]
A " Kelitbangan yang Kelitbangan yang
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
terlaksana terlaksana
Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan ‘]HL;rQillat;Iégka;angan Fasilitasi, Pelaksanaan dan ﬂ%@illagég?(g;ar?aan
Evaluasi Penelitian dan Kabupaten | ¢ iitasi. 1laporan | 605.634.000 | EValuasi Penelitian dan Kabupaten | o Giiai, 1laporan |  590.988.001| 158.867.800
Pengembangan Bidang Klungkung Pelak d Pengembangan Bidang Klungkung Pelak d
Pemerintahan Umum elaksanaan gan Pemerintahan Umum elaxsanaan dan
Evaluasi Evaluasi
Penelitian dan Penelitian dan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No. = 5 = 5 Penting
. . . o arget agu 3 ; ; P arget agu Tahun +1
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif
n Rp. n Rp.
Pengembangan Pengembangan
Bidang Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
Umum Umum
Jumlah Rekomendasi Jumlah Rekomendasi
Kabupaten . 1 atas Rencana Penetapan Kabupaten . 1
Peratura_m Baru dan/atau Klungkung Baru dan/atau Evaluasi rekomendasi 75.400.000 Peraturan Baru dan/atau Klungkung Baru dan/atau Evaluasi rekomendasi - 134.119.900
Evaluasi Terhadap Terhadap Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Terhadap Pelaksanaan
Pelaksanaan Peraturan Peraturan yang Peraturan yang
Diterbitkan Pelaksanaan Peraturan Diterbitkan
L Persentase . Persentase
PR R Kabupaten | rekomendasi hasil PIEMETIE G Kabupaten | rekomendasi hasil
Pen_gembangan Bidang Klungkung | kelitbangan  bidang 33,33 persen 1.640.000 Pen_gembangan Bidang Klungkung | kelitbangan bidang 85 persen 1.640.000 183.120.000
Sosial dan Kependudukan A Sosial dan Kependudukan .
sosial dan sosial dan
pemerintahan  yang pemerintahan  yang
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Jumlah Dokumen
Hasil Penelitian dan

Jumlah Dokumen
Hasil Penelitian dan

Penelitian dan Kabupaten Penelitian dan Pengembangan | Kabupaten
Pengembangan Pendidikan | Klungkung llzeng%n;bangan 2 dokumen 1.640.000 Pendidikan dan Kebudayaan Klungkung ieng%ryllbangan 2 dokumen 1.640.000 | 183.120.000
dan Kebudayaan encidikan encidian
dan Kebudayaan dan Kebudayaan
Persentase Persentase
Penelitian dan el EtEn rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan (T rekomendasi hasil
Pengembangan Bidang P kelitbangan bidang 33,33 persen 77.550.000 | Bidang Ekonomi dan P kelitbangan bidang 85 persen 152.950.000 78.769.000
; Klungkung > Klungkung :
Ekonomi dan Pembangunan ekonomi dan Pembangunan ekonomi dan
pembangunan yang pembangunan yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penelitian dan Hasil Penelitian dan Penelitian dan Hasil Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, ﬁﬁﬁuﬁtﬁn Pengembangan 1 dokumen - | Pengembangan Pertanian, Eﬁljt;]urﬁtsn Pengembangan 1 dokumen - 787.769.000
Perkebunan dan Pangan gkung Pertanian, Perkebunan dan Pangan gkung Pertanian,
Perkebunan dan Pangan Perkebunan dan Pangan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No. Penting
. . . L Target Pagu . . . I Target Pagu Tahun + 1
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaia Indikatif
n Rp. n Rp.
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
- Hasil Penelitian dan - Hasil Penelitian dan
Penelitian dan . Kabupaten Pengembangan 1 dokumen 77.550.000 P_enelman dan_ pengembangan | Kabupaten Pengembangan 1 dokumen 77.550.000
Pengembangan Lingkungan | Klungkung . Lingkungan Hidup Klungkung .
) Lingkungan Lingkungan
Hidup . )
Hidu Hidu
N Jumlah Dokumen
) ) ) ) _ | Penelitian dan Pengembangan| Kabupaten | Hasil Penelitian dan 1 dokumen 75.400.000
Penataan Ruang dan Klungkung | Penataan Ruang dan
Pertanahan Pertanahan
Pengembanga_m Inovasi Kabupaten | Tingkat 60 persen 145.150.000 Pengemb_angan Inovasi dan Kabupaten | Tingkat 66 persen 140.500.000 949.565.500
dan Teknologi Klungkung | Kematangan Teknologi Klungkung | Kematangan

Inovasi Daerah

Inovasi Daerah
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Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan
Uji Coba dan Penerapan Uji Coba dan Uji Coba dan Penerapan Uji Coba dan
Rancang Bangun/Model Kabupaten Penerapan Rancang Rancang Bangun/Model Kabupaten Penerapan Rancang
Replikasi dan Invensi di Klungkung Bangun/Model 1 laporan 75.000.000 | Replikasi dan Invensi di Klungkung Bangun/Model 1 laporan 74.400.000 116.950.800
Bidang Difusi Inovasi dan Replikasi dan Bidang Difusi Inovasi dan Replikasi dan
Penerapan Teknologi Invensi di Bidang Difusi Penerapan Teknologi Invensi di Bidang Difusi
Inovasi dan Penerapan Inovasi dan Penerapan
Teknologi Teknologi
umlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Pelaksanaan
Diseminasi Jenis, Prosedur Diseminasi Jenis, Diseminasi Jenis, Prosedur Diseminasi Jenis,
dan Metode Kabupaten | Prosedur dan Metode 1 laporan 63.300.000 dan Metode Penyelenggaraan| Kabupaten | Prosedur dan Metode 1 laporan 61.100.000 817.184.700
Penyelenggaraan Klungkung | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Klungkung | Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah
Bersifat Inovatif yang yang
Bersifat Inovatif Bersifat Inovatif
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Hasil
Hasil Penyelenggaraan
Sosialisasi dan Kabupaten | Penyelenggaraan Sosialisasi dan Kabupaten | Sosialisasi
Diseminasi Hasil-Hasil Klungkung Sos?;lisagig 1 laporan 1.050.000 Diseminasi Hasil-Hasil Klungkung | dan Diseminasi Hasil- 1 laporan ) 5.430.000
Kelitbangan dan Diseminasi Kelitbangan Hasil
Hasil- Hasil Kelitbangan
Kelitbangan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Fasilitasi Hak Kabupaten | Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Kabupaten | Pelaksanaan
Kekayaan Intelektua Klungkung | Fasilitasi Hak 1 laporan 5.000.000 Intelektua Klungkung | Fasilitasi Hak 1 laporan 5.000.000 10..000.000

Kekayaan Intelektua

Kekayaan Intelektua
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Renja tahun 2025, Brida telah menyelenggarakan
Forum Perangkat Daerah secara virtual yang bertujuan untuk menggali usulan
program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan
penyempurnaan Rancangan awal Renja. Dalam pelaksanaan forum tersebut

tidak ada usulan yang signifikan.

Tabel 2.4.
Usulan dan permasalahan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Klungkung

Lokasi Besaran/
No. Permasalahan Usulan Volume Catatan
@ @ 3 ®) 6

NIHIL
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BAB il
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan
pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat

daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahanterhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dilaksanakan
dengan melakukan penyelarasan terhadap kebijakan Kab/Kota pembangunan
nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang
mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan terhadap isu-isu
strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2025-2029. Analisis isu strategis dan prioritas
pembangunan nasional digunakan sebagai bahan dalam menyusun isu
strategis RPD yang ditindaklanjuti untuk penjabaran tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026. Pemerintah
mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan” pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema
RKP 2025 diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu
: 1) SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 2) infrastruktur berkualitas yang
diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi
energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; 3)
ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan
lapangan kerja Dberkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan
produk-produk yang ramah lingkungan.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar
Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini,
Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia
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Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025,
ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan
Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra
Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

3. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

4. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

5. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM)

6. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi
Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas

7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur

8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang mempunyai
urusan bidang kelitbangan dan inovasi mendukung prioritas ke 6 vyaitu
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi 2Z),

dan Penyandan Disabilitas

3.2 Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan
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penyelarasan tujuan, sasaran, indikator dan target pembangunan daerah
dengan tujuan, sasaran, indikator serta target provinsi Bali dalam RPD
Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sehingga dapat mendukung pencapaian
pembangunan Provinsi Bali.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 terdiri dari:

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata

2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

6. Infrastruktur

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Brida Klungkung mendukung prioritas Pembangunan yang ke 2 vyaitu
Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan.

3.3 Telaah kebijakan pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2025 terdiri dari:

1. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan
publik;

2. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;

3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun,

berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung mendukung
pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung ke-4 vyaitu
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas,

akuntabel, responsif dan inovatif.

3.4 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
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penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai organisasi
perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dibidang penelitian dan
pengembangan, mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu terfasilitasinya

penerapan inovasi teknologi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Klungkung
INDIKATOR
TUJUAN SASARAN TARGET 2025
TUJUAN/SASARAN
Terfasilitasinya  Penerapan  Inovasi
Teknologi Jumlah Inovasi teknologi 1 inovasi
yang diterapkan
Meningkatkatnya Inovasi Dalam Indeks inovasi daerah
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 67,75 poin
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah BRIDA Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Tahun
2025
1 Terfasilitasinya Penerapan Jumlah_ Inovasi teknologi 1 inovasi
Inovasi Teknologi yang diterapkan
Indeks Inovasi 67,75 poin

Meningkatkatnya Daerah

Inovasi Dalam

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama Sasaran jangka menengah Brida Tahun 2024-2026 yaitu
meningkatnya penyelenggaraan Inovasi daerah merupakan sasaran strategis yang
harus dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah Brida. Oleh karena
itu, indikator kinerja sasaran tersebut ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Brida

dengan target kinerja sebagaimana tabel di bawabh ini.

Tabel 3.3
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Tahun 2024-2026
Sasaran Indikator Kinerja Target 2025
Meningkatkatnya Inovasi Dalam Indeks Inovasi 62 poin
Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Daerah
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Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan
Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu
pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang
menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
SKPD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi adalah langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran. Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dirancang dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Strategi Brida Tahun 2024-2026
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi
1 Terfasilitasinya  Penerapan | Meningkatkatnya Inovasi Indeks Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas
Inovasi Teknologi Dalam Penyelenggaraan hasil kelitbangan
Pelayanan Publik

Dalam rencana strategis ini dijabarkan indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Klungkung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Klungkung secara

umum adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Brida Tahun 2024-2026
No. Indikator Tujuan/Sasaran Kondisi Target Kinerja Tujuan Tahun Kondisi
Kinerja 2024 2025 2026 Akhir
Awal periode
1 Terwujudnya kepuasan 1 Inovasi 1 Inovasi 1 Inovasi 1 Inovasi 3 Inovasi
masyarakat atas layanan
publik
Meningkatkatnya Inovasi 54,59 poin 60 poin 62 poin 64 poin 64 poin
Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
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3.5.2 Arah Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja ntuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk

mendukung pelaksanaan strategi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.4 di atas, maka

dirumuskan arah kebijakan selama lima tahun pelaksanaan Renstra ini sebagai berikut :

Tabel 3.6
Strategi dan Arah Kebijakan Brida Tahun 2024-2026
No. Strategi Arah Kebijkan
1 Meningkatkan Penyusunan Perencanaan Kelitbangan
kualitas hasil | Penyediaan, diseminasi dan monev  hasil
kelitbangan kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Penyediaan, diseminasi dan monev hasil
kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Pengembangan inovasi dan teknologi

Evaluasi kebijakan

Pada dasarnya program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan upaya guna
mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program
merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program.

1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub

kegiatan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025
merencanakan 2 Program, 10 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang
termasuk dalam Belanja Langsung. Program yang dilaksanakan terdiri
dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan OPD dan 1 Program bersifat teknis yang berkaitan
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung Total Kebutuhan Dana Untuk Tahun 2025 yang
telah di Input pada Aplikasi SIPD Kemendagri adalah Rp. 4.117.145.455,-

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten

Klungkung dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :
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Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Tabel 3.7

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Klungkung

DPA Tahun 2025 Perubahan Renja Tahun 2025
Kode Rekeni B Keterangan
ode Rekening Program Indikator Lokasi Target Kebutuhan Program Indikator Lokasi Target Kebutuhan Berkurang Perubal?an
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian Dana/Pagu /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp) Kegiatan Kinerja Indikatif (Rp)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

05|01 2.01 Perencanaan, -\, sakip Rp. 4.912.440 | Perencanaan, Nilai SAKIP Rp. 4.912.440 -
penganggaran, Perangkat i penganggaran, Perangkat Daerah
dan Evaluasi 9 67 poin dan Evaluasi 9 74,44 persen
M- Daerah -
Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Mumlah Dokumen | Kab. Mumlah Dokumen |- Kab.
Penyusunan Penyusunan Dokumen
05| 01! 2.01 | 0001 | Dokumen |IZerenciniign hKIungkung 8 dokumen Rp. 2.486.680 [Perencanaan IIZerenc?(n.:;\aDn . Klungkung 9 dokumen Rp. 2.486.680 -
Perencanaan erangkat baera Perangkat Daerah erangkat Daera
Perangkat
Daerah

41



Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan |- Kab. 29 Laporan Rp. 2.425.760 |\ o asi Kinerja Jumlah Laporan |- Kab. 29 Laporan Rp. 2.425.760
05| 01| 2.01 | 0007| Perangkat Evaluasi Kinerja [Klungkung Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja  [Klungkung -
Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Jumlah Laporan 5laporan |Rp. 2.315.744.629 |\ yinistrasi Keuangan Mumlah Laporan 5 laporan Rp. 2.429.381.181
05( 01| 2.02 K Keuangan b Kkat D h Keuangan Rp. 113.636.552
euangan erangkat Daeral
Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Tersusun Tepat [Tersusun Tepat
Daerah
Waktu aktu
: -~ (Jumlah Orang - Kab. 9 orang/bulan|Rp. 2.310.687.329 : - KJumlah Orang - Kab. 11 orang/bulan| Rp. 2.425.323.881
05| 01| 2.02 | 0001 z;:)fﬁudr:;r;;;:" ang Menerima  [Klungkung ?32&22?}@3' dan vang Menerima  [Klungkung Rp. 114.636.552
ASN Gajl_dan Ga]l'dan
Tunjangan ASN [Tunjangan ASN
05 lo1 .02 10007 | Koordinasidan Jumlah Laporan | Kab. 13 laporan Rp. 5.057.300 | o rdinasi dan Jumlah Laporan |- Kab. 13 laporan Rp. 4.057.300
Penyusunan gﬁlt;anr;gn.?n Klungkung Penyusunan Laporan gﬁ;;r;%n Klungkung -Rp. 1.000.000
Laporan . Keuangan Bulanan/ .
Keuangan T riwulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/
Bulanan/ Semesteran Semesteran SKPD  [>emesteran
. SKPD dan SKPD dan
Triwulanan/ Laporan Laporan
Semesteran Koordinasi Koordinasi
SKPD Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
n/Semesteran n/Semesteran
SKPD ISKPD
o5 b1 .05 Administrasi Tingkat Disiplin 100 persen Rp. 3.232.700 IAdministrasi Tingkat Disiplin 100 persen Rp. 3.232.700
Kepegawaian Aparatur Kepegawaian Aparatur B
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
05 o1 .05 [0003 | Pendataan dan Jumlah - Kab. 2 dokumen Rp. 3.232.700 Pendataan dan Jumiah - Kab. 2 dokumen Rp. 3.232.700
Pengolahan Dokumen Klungkung Pengolahan Dokumen Klungkung B}
Administrasi Pendataan IAdministrasi Pendataan
Kepegawaian dan Pengolahan Kepegawaian dan Pengolahan
Administrasi IAdministrasi
Kepegawaian Kepegawaian
05 |01 [2.06 Administrasi Cakupan 100 persen Rp. 20.114.800fAdministrasi Umum  \Cakupan Rp. 20.114.800
Umum Pemenuhan Perangkat Daerah  |Pemenuhan 100 persen -
Perangkat Layanan Layanan
Daerah IAdministrasi IAdministrasi
Umum Umum
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05 o1 [2.06 |0002 | Penyediaan Jumlah Paket - Kab. 1 paket Rp. 18'290'000Penyediaan Jumlah Paket - Kab. 1 paket Rp. 18.290.000]
Peralatan dan Peralatan dan Klungkung Peralatan dan Eerialate;(n dan Klungkung -
Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Ker teng apan
Kantor Kantor yang antor yang
Disediakan Disediakan
05 lo1 .06 |0010 | Penatausahaan  |jumiah - Kab. 1 dokumen Rp. 1.824.80050atausahaan Arsip Jumlah Dokumen |- Kab. 1 dokumen Rp. 1.824.800
Arsip Dinamis  |Dokumen Klungkung Dinamis pada SKPD Penatausahaan  Klungkung )
pada SKPD Penatausahaan P Arsip Dinamis
Arsip pada SKPD
Dinamis pada
SKPD
05 |01 [2.08 Penyediaan Cakupan 100 persen Rp. 102'306'400Penyediaan Jasa Cakupar;] . Rp. 102.306.400 _
JasaPenunjang  pemenuhan Penunjang Urusan  [Pemenunan jasa 100 persen
Urusan jasa penunjang Pemerintahan Daerah|Penuniang
Pemerintahan urusan utraunigzntah an
Daerah pemerintahan g
daerah aerah
Penyediaan sumiah - Kab. 1 laporan Rp. 62.464.000 Penyediaan Jasa Jumlah - Kab. 1 laporan Rp. 62.464.000|
05 b1 kos looo2 Jasa Laporan Klungkung Komunikasi, Sumber Il;ae?‘logadr}aan Klungkung )
: Komunikasi, Penyediaan Daya Air dan Listrik Jas;/
Sumber Daya Jasa Komunikasi
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
ngber I?a){a Daya Air dan
|Air dan Listrik Listrik yang
é?ggdiakan Disediakan
05 o1 [2.08 [0004 | Penyediaan Jumlah - Kab. 2 laporan Rp. 39.842.40050 v e diaan Jasa i”m'ah ‘Krab-k 2laporan Rp. 39.842.400) )
Jasa Pelayanan  |Laporan Klungkung Pelayanan Umum P?eﬁogniaan ungKung
Umum Kantor Penyediaan Kantor Jasg
Jasa
Pelayanan Pelayanan
Umum
U;Eum Kantor Kantor yang
}[;iseg diakan Disediakan
: : Persentase BMD
Pemeliharaan P lih B .
Barang Milik gﬂ;er;:sg MeizlmeDlazrr:?n arang yang dipelihara 100 persen Rp. 133.321.496/  Rp. 80.000.000
05 01 12.09 Daerah dipelihara 100 persen Rp. 53.321.496Penunjang Urusan ga!zm kondisi
Penunjang dalam kondisi Pemerintahan al
Urusap baik Daerah
Pemerintahan
Daerah
05 o1 [2.09 [0001 | Penyediaan Jumlah - Kab. 4 unit Rp. 53.321.496/Penyediaan Jasa Jumlah - Kab. ) Rp. 53.321.496
' Jasa Kendaraan Klungkung Pemeliharaan Kendaraan Klungkung 5 unit -
. Perorangan , Biaya Pemeliharaan |Perorangan
Pemeliharaan, ) . :
Biava Dinas atau , dan Pajak Dinas atau
Pen);eliharaan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
dan Paiak ! Dinas Jabatan Perorangan Dinas Dinas
Kan d aa yang Dipelihara atau Kendaraan Jabatan
Pen araan dan Dinas Jabatan yang Dipelihara
erorangan dibayarkan dan dibayarkan
Dinas atau Pajaknya Pajaknya
Kendaraan
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Dinas Jabatan

pemerintahan
ang
ditindaklanjuti

pemerintahan
yang
ditindaklanjuti

: ; Jumlah - Kab.
;2;”:&22;3”/ gzrr?aeg'iﬂg;a’éedung Gedung Kiungkung 1 unit Rp. 80.000.000]  Rp. 80.000.000
05 (01 [2.09 [0009 Kantor dan
Gedung Kantor Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/
Direhabilitasi
Persentase Persentase
05 02 EESSFI'?IXN Egt;lrsediaan 33,33 persen Rp. 905.374.000?,23?3%%,\] DAN rk]z:ltse"rsediaan 66,66 persen Rp. 886.078.001| -Rp. 19.295.999
DAN X PENGEMBANG AN "
PENGEMBAN kelitbangan DAERAH kelitbangan
GAN DAERAH untuk untuk
kebutuhan kebutuhan
penyusunan penyusunan
Renbangda Renbangda
e - Persentase
Eene""at:‘ dan - |persentase 76,66 persen | Rp. 681.034.000Eene|ma8 dan Rencana “Rp. 90.045.999
05 02 [2.01 engembangan - |Rencana engembangan Kelitbangan 76.66 persen Rp. 590.988.001
Bidang Kelitbangan Bidang Penyelenggara an
Penyelenggaraa ang lan Pemerintahan dan %/erlagksana
n tterlaksana Pengkajian Peraturan
Pemerintahan
dan Pengkajian
Peraturan
P Jumlah - Kab. 1 laporan Rp. 605.634.000|— . ./t - i - Kab. 1 laporan
Ezls;:sa;';aan Laporan Hasil  |Klungkung EZIS;E_?;\’ aan dan Jumlah Laporan  [Klungkung Rp. 590.988.001] -Rp. 14.645.999
05 02 201 (0002 | dan Evaluasi ~ [coi2ksanaan Evaluasi Peneliian 1251 Pelaksanaan
E::Sgﬁgaizgn Pelaksanaanl giinasgngiﬁt;?&gtgﬂ an Pelaksqnaan dan
Bidang dan Evaluasi Umum Evalugsl
. Penelitian dan Penelitian dan
Pemerintahan Pengembanga Pengembangan
Umum n Bidang Bidang
- Pemerintahan
Pemerintahan umum
Umum
Perumusan Jumlah ) - Kab. Rp. 75.400.000Perumusan Jumlah ) - Kab. )
Rekomendasi Rekomendasi atasikjungkung 1 rekomendas Rekomendasi atas Rekomendasi Klungkung 1 rekomendasi Rp. 0 -Rp. 75.400.000
05 [02 [2.01 [0013 atas Rencana Rencana Rencana Penetapan |atas
Penetapan Penetapan Peraturan Baru ) Rencana
Peraturan Baru Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Penetapan
dan/atau dan/atau [Terhadap Peraturan Baru )
- } Pelaksanaan dan/atau Evaluasi
Evaluasi Evaluasi Peraturan Terhadap
Terhadap Terhadap Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan yang
Peraturan Peraturan yang Diterbitkan
Diterbitkan
05 |02 [2.02 Penelitian dan Persentase 43,33 persen Rp. 1.640.000:32292%12;:]&;” Persentase 85 persen Rp. 1.640.000, )
Pengembangan [rekomendasi ’ Bidagrl1 Sosigl dan rekomendasi
Bidang Sosial  |asil Ko er? dukan hasil
dan kelitbangan p kelitbangan
Kependudukan |bidang sosial bidang sosial
dan dan
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Penelitian dan Jumlah L Kab. Penelitian dan Sumiah T Kab.
Pengembangan Dokumen Hasil  [Klungkung 2 dokumen Pengfembangan Dokumen Klungkung 2 dokumen Rp. 1.640.000 -
05 (02 [2.02 |0003 Pendidikan dan Penelitian dan Rp. 1.640.000 [Pendidikan dan Hasil T )
Kebudayaan Pengembangan Kebudayaan Penelitian dan
Pendidikan Pengembanga
Dan n Pendidikan
Kebudayaan dan
Kebudayaan
05 02 [2.03 Penelitian dan Persentase Penelitian dan Persentase _
Pengembangan rekomendasi 33,33 persen Rp. 77.550.000Pgngembangan ) rekc_)menda3| 85 persen Rp. 152.950.000, Rp. 75.400.000
Bidang Ekonomi hasil Bidang Ekonomi dan |hasil
dan Igg(;itbangan Pembangunan I;t_a(;nbangakn )
idang idang ekonomi
Pembangunan lekonomi dan ian
pembangunan pembangunan
lyang lyang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Penelitian dan Jumlah | Kab. 1 dokumen Penelitian dan Jumlah - Kab. 1 dokumen
05 |02 [2.03 (0004 Pengembangan Dokumen Hasil  |Kjungkung Pengembangan Dokumen Klungkung
Pertanian Penelitian dan Pertanian, Hasil B
Perkebunan dan | €ngembanga Perkebunan dan Penelitian
Pangan n Pertanian, Pangan dan
Perkebunan Pengembang
dan an Pertanian,
Pangan Perkebunan
dan
Pangan
Penelitian dan Jumlah - Kab. 1 dokumen Rp. 77.550.000Penelitian dan Jumlah - Kab. Rp. 77.550.000)
05 (02 [2.03 10007 Pengembangan Dokumen Hasil  |Klungkung Pengembangan Dokumen Klungkung 1 dokumen -
Lingkungan Hidup Penelitian dan L|_ngkungan Hasil 3
Pengembangan Hidup Penelitian dan
Lingkungan Pengembanga
Hidup n Lingkungan
Hidup
Penelitian dan KMumlah - Kab.
Penelitian dan Pengembangan Dokumen Hasil  [Klungkung 1 dokumen Rp. 75.400.000 Rp. 75.400.000 Penyusunan Kajian
05 102 12.03 10012 Pengembangan Penataan Ruang dan [Penelitian dan Inventarisasi dan
Penataan Pertanahan Penataan Pemanfaatan Tanah
Ruang dan Ruang dan Kosongdi
Pertanahan Pertanahan Pesisir/Pantai da_n
Pulau-pulau Kecil
Kabupaten
Klungkung
05 (02 [2.04 Tingkat 60 persen Rp. 145.150.000 [Tingkat
Pengembangan Pengembangan
inovasi dan Kematangan inovasi dan gTeknoIogi Kematangan 66 persen Rp. 140.500.000  “RP-4.650.000
Teknologi Inovasi Daerah Inovasi Daerah
05 |02 [2.04 (0002 Uji Coba dan Jumlah ) - Kab. Uji Coba dan - Kab.
Penerapan Laporan Hasil  Kjungkung 1 laporan Rp. 75.800.000 €Nerapan Rancang Jumlah Laporan  [Klungkung 1 laporan Rp. 74.400.000 -Rp. 1.400.000
Rancang Pelaksanaan Bangun/Model ) Hasil )
Bangun/Model Uji Coba dan Replikasi dan Invensi Pelaksanaan Uji
Replikasi dan Penerapan di Bidang Difusi Coba dan
Invensi di Bidang Rancang Inovasi dan [Penerapan
Difusi Inovasi dan [Bangun/Model Penerapan Teknologi[Rancang
Replikasi dan Bangun/Model

Penerapan
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[Teknologi Invensi di Replikasi dan
Bidang Difusi Invensi di Bidang
Inovasi dan Difusi Inovasi dan
Penerapan Penerapan
Teknologi [Teknologi
05 02 2.04 0003 |nicominasi Jumlah - Kab. 1 laporan Rp. 63.300.000Diseminasi Jenis, Jumlah Laporan | Kab.
\Jenis, Prosedur Laporan Klungkung Prosedur dan Metode |45si| Pelaksanaan/Klungkung 1 laporan Rp. 61.100.000{ -Rp. 2.200.000
dan Metode Hasil Penyelenggaraan Diseminasi Jenis,
Penyelenggara Pelaksanaan Pemerintahan Daerah |prosedur dan
an Diseminasi ang Bersifat Inovatif |\jetode
Pemerintahan Jenis, Prosedur Penyelenggaraan
Daerah yang dan Metode Pemerintahan
Bersifat Inovatif Penyelenggara Daeran
an
Pemerintahan
Daerah yang
Bersifat Inovatif
TR Jumlah Laporan | Sosialisasi dan - Kab.
| ! Kab. ¢ Sasl| .
05 (02 [2.04 0004 ggﬂ;:ﬁz: dHa:sil Hasil Klungkung 1 laporan Rp. 1.050.000Diseminasi Hasil- ilum_lah Laporan Klungkung 1 laporan Rp. 0 -Rp. 1.050.000
- . - asil
Hasil Kelitbangan Penyelenggaraan Hasil Kelitbangan Penyelenggaraan
Csigﬁlallsag Sosialisasi dan
Diseminasi Diseminasi Hasil-
Hasil-Hasil Hasil Kelitbangan
Kelitbangan
T Jumlah - Kab. Fasilitasi Hak Mumlah Laporan |- Kab.
05 02 [2.04 [0005 E‘Zig';zsa'nHak Laporan kiungkung | 1 laporan Rp. 5.000.000Kekayaan Intelektual [Pelaksanaan  [Klungkung 1 laporan Rp. 5.000.000 .
Intelektual Pelaksanaan Fasilitasi Hak
Fasilitasi Kekayaan
Hak Intelektual
Kekayaan
Intelektual
JUMLAH Rp. 3.405.006.465| Rp. 3.579.347.018 Rp. 174.340.553
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BAB IV
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Klungkung Tahun 2024-2026, sehingga terdapat keselarasan antar
dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat
daerah.

Rancangan Renja Badan Riset dan novasi Daerah Kabupaten
KlungkungTahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dalam menjalankan tugas dan fungsi
serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Badan

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana
dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap
tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah
direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.
Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

» Brida melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja
secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

» Penyusunan RKAP Brida Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi DPA
Perubahan SKPD berpedoman pada Renja Perubahan Brida tahun 2025.

47



Perubahan Renja dapat dilakukan berpedoman pada perubahan RKPD dan
sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan

mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan.

BUPATI KLUNGKUNG

| MADE SATRIA
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